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I.   UMUM  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pasal 28H ayat (1)  menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup 
sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran 
strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta 
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 
berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung 
jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam 
bentuk rumah yang layak dan terjangkau.  

Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang 
dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat 
dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah 
yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya 
kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah 
satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai 
bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di 
perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong 
pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan 
kualitas permukiman.  

Ketentuan mengenai rumah susun selama ini diatur dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, tetapi 
dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dalam 
penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di samping 
itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta 
dinamika masyarakat menjadikan undang-undang tersebut tidak 
memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan 
rumah susun.  
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Undang-Undang ini menciptakan dasar hukum yang tegas 
berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun dengan berdasarkan 
asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, 
keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, 
kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan 
keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, 
keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, 
dan keteraturan. 

Dalam undang-undang ini penyelenggaraan rumah susun 
bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni 
dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan 
ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 
permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan, 
memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para 
pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam 
penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 
Pengaturan dalam undang-undang ini juga menunjukkan keberpihakan 
negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi 
MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun. 

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada 
Pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan 
penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Kewenangan yang diberikan tersebut didukung oleh pendanaan yang 
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.  

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun 
secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan, 
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan 
kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan 
kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat.  

Hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, 
mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan dan kepenghunian atas 
sarusun bagi MBR; adanya badan yang menjamin penyediaan rumah 
susun umum dan rumah susun khusus; pemanfaatan barang milik 
negara/daerah yang berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf; 
kewajiban pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk 
menyediakan rumah susun umum; pemberian insentif kepada pelaku 
pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; bantuan 
dan kemudahan bagi MBR; serta pelindungan konsumen. 

 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
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Pasal 2 

 Huruf a 

  Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi 
masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya 

 Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” 
adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah 
susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata 
bagi seluruh rakyat.  

 Huruf c 

  Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah 
memberikan landasan agar kepemilikan sarusun 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.   

 Huruf d 

  Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan 
kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil 
pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim 
kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR. 

 Huruf e 

  Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” 
adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun 
yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya 
tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan 
bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  

 Huruf f 

  Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” 
adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun 
bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta 
masyarakat  sehingga mampu membangun kepercayaan, 
kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja 
sama antarpemangku kepentingan.  

 Huruf g 

  Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan 
landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku 
usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung. 
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 Huruf h 

  Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” 
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah 
susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan 
keseimbangan pola pemanfaatan ruang. 

 Huruf i 

  Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 
memberikan landasan agar  rumah susun diselenggarakan 
secara terpadu  dalam hal kebijakan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.  

 Huruf j 

  Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan 
landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar 
rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku 
hidup sehat. 

 Huruf k 

  Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” 
adalah memberikan landasan agar rumah susun 
diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan 
hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus 
meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan 
keterbatasan lahan.  

 Huruf l 

  Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan 
kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan 
rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu 
kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban 
muatan, pengamanan bahaya  kebakaran,  dan  bahaya  petir;  
persyaratan  kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, 
pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan; 
serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di 
dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah 
susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang 
cacat dan lanjut usia. 

 Huruf m 

  Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan 
keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan 
dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, 
lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman 
keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan 
bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan 
dalam pemenuhan ketentuan administratif. 
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Pasal 3  

        Cukup jelas. 
 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 6 

 Cukup jelas 
 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

 

   
 
 
 

Huruf b . . . 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 - 

Huruf b 
   Pembangunan rumah susun mengacu rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota dan zonasinya.  
  Huruf c 
   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

  Huruf a 
   Cukup jelas. 
  Huruf b 
   Cukup jelas. 
  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 
  Huruf e 
   Cukup jelas. 
  Huruf f 
   Cukup jelas. 
  Huruf g 
   Cukup jelas. 
  Huruf h 

   Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah 
perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun 
secara berimbang antara rumah susun komersial dan 
rumah susun umum. 

  Huruf i 

   Cukup jelas. 
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 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 
  
Pasal 16 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

  Yang dimaksud dengan “dicatatkan di kantor pertanahan” 
adalah dicatat pada buku tanah dan pada sertifikat hak atas 
tanah. 
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Pasal 22 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Yang dimaksud dengan “konsolidasi tanah” adalah 
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan rumah susun.  

  Huruf c 

   Yang dimaksud dengan “peralihan hak atas tanah” adalah   
jual beli, hibah, atau tukar-menukar  hak atas tanah.   

   Yang dimaksud dengan “pelepasan hak atas tanah” 
adalah pelepasan yang dilakukan oleh pemegang hak atas 
tanah di hadapan pejabat yang berwenang menjadi tanah 
yang langsung dikuasai oleh negara.   

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

  Huruf g 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
  

Pasal 23 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

 Huruf a 

  Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah 
perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan 
pembangunan rumah susun. 

  Huruf b . . . 
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Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah 
persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, 
keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, 
kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang 
bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas 
lingkungan. 

 Huruf c 

  Yang dimaksud dengan “persyaratan ekologis” adalah 
persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan 
dalam hal pembangunan rumah susun. 

 

Pasal 25 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “bagian bersama”, antara lain, adalah 
fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, 
lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan 
telekomunikasi. 

   Yang dimaksud dengan “benda bersama”, antara lain, adalah 
ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan 
sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat 
parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan 
rumah susun. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas.  
  

Pasal 26 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 
  
Pasal 28 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 
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Pasal 30 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “koefisien lantai bangunan” adalah 
perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan 
gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan. 

  Yang dimaksud dengan “koefisien dasar bangunan” adalah 
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan 
luas persil/kaveling/blok peruntukan. 

  Perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan dan 
koefisien dasar bangunan, termasuk ketinggian bangunan 
gedung pada suatu lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang 
yang diatur oleh pemerintah daerah melalui rencana tata 
bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
  

Pasal 35 

 Huruf a 

  Yang dimaksud dengan “peruntukan lokasi” adalah ketentuan 
tentang jenis fungsi atau kombinasi fungsi bangunan rumah 
susun yang boleh dibangun pada lokasi atau kawasan 
tertentu. 

  Yang dimaksud dengan “intensitas bangunan” adalah 
ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan 
rumah susun yang dipersyaratkan pada lokasi atau kawasan 
tertentu yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien 
lantai bangunan, dan jumlah lantai bangunan. 

 Huruf b . . . 
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Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “persyaratan keselamatan” adalah 
kemampuan bangunan rumah susun untuk mendukung 
beban muatan serta untuk mencegah dan menanggulangi 
bahaya kebakaran dan bahaya petir. 

  “Persyaratan kesehatan” meliputi sistem penghawaan, 
pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan. 

   “Persyaratan kenyamanan” meliputi kenyamanan ruang gerak 
dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, 
pandangan, serta terhadap pengaruh tingkat getaran dan 
tingkat kebisingan. 

   “Persyaratan kemudahan” meliputi kemudahan hubungan ke, 
dari, dan di dalam bangunan rumah susun serta sarana dan 
prasarana dalam pemanfaatan bangunan rumah susun. 

 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 37 

 Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan fungsi 
lingkungan” adalah keserasian antara lingkungan buatan, 
lingkungan alam dan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya 
bangsa yang perlu dilestarikan. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah berfungsinya 
seluruh atau sebagian bangunan rumah susun yang dapat 
menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan dan 
keandalan bangunan rumah susun sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan dalam IMB. 

  Yang dimaksud dengan “sebagian pembangunan rumah 
susun” adalah satu bangunan rumah susun atau lebih dari 
seluruh rencana bangunan rumah susun dalam satuan 
lingkungan. 

  Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

  

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 40 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “lingkungan rumah susun” adalah 
sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya 
dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan 
tempat permukiman. 

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar 
fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar 
tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, 
aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, 
air bersih, dan tempat sampah. 

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas dalam 
lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 
sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi 
(pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan 
sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana 
olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, 
dan lain-lain). 

Yang dimaksud dengan “utilitas umum” adalah kelengkapan 
penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun 
yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan 
gas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 42 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
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 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Kepastian peruntukan ruang ditunjukkan melalui surat 
keterangan rencana kota yang sudah disetujui 
pemerintah daerah. 

  Huruf b 

   Kepastian hak atas tanah ditunjukkan melalui sertifikat 
hak atas tanah. 

  Huruf c 

   Kepastian status kepemilikan antara SHM sarusun atau 
SKBG sarusun harus dijelaskan kepada calon pembeli 
yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan 
oleh pemerintah daerah.   

  Huruf d 

   Izin pembangunan rumah susun ditunjukkan melalui 
IMB.  

  Huruf e 

   Yang dimaksud dengan “jaminan atas pembangunan 
rumah susun” dapat berupa surat dukungan bank atau 
nonbank. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 43 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

 

 

 

   

 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

   Yang dimaksud dengan “keterbangunan paling sedikit 
20% (dua puluh persen)” adalah 20% (dua puluh persen) 
dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang 
sedang dipasarkan. 

  Huruf e. 

Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah 
kondisi sarusun yang dibangun dan dijual kepada 
konsumen yang dipasarkan, termasuk melalui media 
promosi, antara lain, lokasi rumah susun, bentuk 
sarusun, spesifikasi bangunan, harga sarusun, 
prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun, 
fasilitas lain, serta waktu serah terima sarusun. 

 

Pasal 44 

 Ayat (1) 

  AJB dibuat di hadapan notaris PPAT untuk SHM sarusun dan 
notaris untuk SKBG sarusun sebagai bukti peralihan hak. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 
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Pasal 50 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b 

  Yang dimaksud dengan “fungsi campuran” adalah campuran 
antara fungsi hunian dan bukan hunian.  

   

Pasal 51 

 Cukup jelas. 
  

Pasal 52 

 Cukup jelas. 
  
Pasal 53 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 54 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

   Huruf a 

   Yang dimaksud dengan "pewarisan" adalah peralihan hak 
yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya 
pewaris.  

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

    “Pindah tempat tinggal” antara lain karena pindah 
domisili, mengalami perubahan taraf hidup, lokasi 
pekerjaan pindah, dan terkena pemutusan hubungan 
kerja. 

 Ayat (3) 

  Yang dimaksud dengan “pengalihan” adalah pengalihan 
pemilikan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
untuk SHM sarusun dan oleh notaris untuk SKBG sarusun. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) . . . 
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 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 55 

 Ayat (1) 

  Penyewa secara perseorangan atau kelompok adalah pejabat 
atau pegawai negeri atau orang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas negara.    

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 56 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan 
menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan 
sarananya agar selalu laik fungsi. 

  Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan 
memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana 
agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
  

Pasal 57 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah biaya dan 
operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh penghuni; 
biaya perawatan ditanggung oleh pemilik.   

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) . . . 
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 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa ketika 
sarusun belum seluruhnya terjual. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

 Cukup jelas. 

 
Pasal 62 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 64 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 66 . . . 
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Pasal 66 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 67 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 70 

 Ayat (1)  

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

   Huruf c 

   Yang dimaksud dengan “pemilikan” adalah objek sarusun 
yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibuktikan 
dengan SHM sarusun atau SKBG sarusun. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Yang dimaksud dengan “bukti penguasaan dan pemilikan 
atas sarusun” adalah SHM sarusun, SKBG sarusun, atau 
perjanjian tertulis sewa atau pinjam pakai. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

 

Pasal 71 . . . 
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Pasal 71 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

Yang dimaksud dengan “melaksanakan berbagai 
kebijakan” adalah untuk mewujudkan pemisahan antara 
pelaksana dan pembuat kebijakan serta pengawas. 

 Ayat (3)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

  Cukup jelas. 
 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Kuasa dari pemilik kepada penghuni terbatas pada hal 
penghunian, misalnya, dalam hal penentuan besaran iuran 
untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

  

 

 

Pasal 75 . . . 
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Pasal 75 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Yang dimaksud dengan “setiap anggota berhak memberikan 

satu suara” adalah apabila sarusun telah dihuni, suara 
pemilik dapat dikuasakan kepada setiap penghuni sarusun. 
Apabila sarusun belum dihuni, setiap nama pemilik hanya 
mempunyai satu suara walaupun pemilik yang bersangkutan 
memiliki lebih dari satu sarusun. 

 

Pasal 78 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 81 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 82 

 Cukup jelas. 
  
Pasal 83 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 84 

 Cukup jelas. 

 

 
Pasal 85 . . . 
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Pasal 85 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “sistem pembiayaan” adalah sistem 
yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan 
pemanfaatan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada 
pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh lembaga 
keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 

 

 

 

 

Huruf c . . . 
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 Huruf c 

  Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya” adalah dana 
yang dihasilkan dari perjanjian atau kesepakatan bersama 
yang dapat berupa hibah, bantuan, atau pinjaman, baik dari 
sumber dana dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Pasal 93 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 98 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

 Cukup jelas. 

 

 

 

 

Pasal 102 . . . 
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Pasal 102 

 Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “lokasi yang berpotensi dapat 
menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api, 
bawah jembatan, daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi 
(SUTET), daerah sempadan sungai (DSS), daerah rawan 
bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan 
militer. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 103 

 Cukup jelas. 
  

Pasal 104 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 105 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 106 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 107 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 108 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

 

   
Huruf e . . . 
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Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f  

   Cukup jelas. 

  Huruf g 

   Cukup jelas. 

  Huruf h 

   Cukup jelas. 

  Huruf i 

   Cukup jelas. 

  Huruf j 

   Yang dimaksud dengan “izin usaha” dalam ketentuan ini 
adalah izin usaha yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan rumah susun, di antaranya izin usaha 
jasa konstruksi dan izin usaha pengelolaan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 110 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 111 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 112 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 113 

 Cukup jelas. 

 

 

Pasal 114 . . . 
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Pasal 114 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

 Cukup jelas. 
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